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Food safety in the small-scale culinary sector is a critical aspect in 

ensuring product quality and protecting consumers. The implementation 

of Good Processed Food Production Practices (CPPOB) serves as a 

preventive approach to control potential hazards throughout the food 

production process. This study aimed to analyze the compliance level of 

CPPOB implementation at Mie Ayam Pangsit Siantar Roni 2828 GWalk 

Restaurant, Surabaya, based on the Regulation of the Minister of 

Industry of the Republic of Indonesia Number 75/M-IND/PER/7/2010. A 

descriptive observational study design was employed using a compliance 

evaluation approach through surveys, direct observations, and 

interviews with business managers and employees. The research 

instrument consisted of a CPPOB checklist covering 14 assessment 

aspects. The results showed that the compliance level of CPPOB 

implementation reached 85.9%, with 73 fulfilled criteria out of 85 

evaluated criteria. Non-conformities were primarily identified in the 

aspects of building facilities, sanitation facilities, process control, final 

product evaluation, employee hygiene, and labeling. These findings 

indicate that the food business unit has implemented most CPPOB 

principles; however, corrective actions are still required, particularly in 

strengthening process documentation, personal hygiene practices, and 

product quality control systems. Continuous improvement in CPPOB 

implementation may contribute to strengthening food safety practices. 

 

 

Keywords: food safety, good manufacturing practices, hygiene and 

sanitation, restaurant 

 

 ABSTRAK 

*Alamat Penulis Korespondensi: 

Syafika El Nabila; Jalan Lidah 

Wetan Gang 7 No.47, Lidah Wetan, 

Surabaya, Indonesia.  

Phone: 081333265346.  

Email: 

syafika.21042@mhs.unesa.ac.id 
 

Keamanan pangan pada sektor kuliner skala mikro menjadi aspek 

penting dalam menjamin mutu produk dan melindungi konsumen. 

Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) 

merupakan salah satu pendekatan preventif untuk mengendalikan potensi 

bahaya selama proses produksi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis tingkat kesesuaian penerapan CPPOB serta 

mengidentifikasi prioritas tindakan korektif berdasarkan tingkat risiko 

ketidaksesuaian pada Rumah Makan Mie Ayam Pangsit Siantar Roni 

2828 GWalk Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 
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Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010. Penelitian 

menggunakan desain observasional deskriptif dengan pendekatan 

evaluasi kepatuhan melalui metode survei, observasi langsung, dan 

wawancara terhadap pengelola serta karyawan. Instrumen penelitian 

menggunakan checklist CPPOB yang mencakup 14 aspek penilaian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penerapan 

CPPOB mencapai 85,9% dengan 73 kriteria terpenuhi dari 85 kriteria 

yang dievaluasi. Ketidaksesuaian terutama ditemukan pada aspek 

bangunan, fasilitas sanitasi, pengawasan proses, produk akhir, karyawan, 

dan pelabelan. Temuan ini menunjukkan bahwa unit usaha telah 

menerapkan sebagian besar prinsip CPPOB, namun masih diperlukan 

tindakan korektif terutama pada penguatan dokumentasi proses, higiene 

personal, dan pengendalian mutu produk. 

 

 

Kata kunci: CPPOB, keamanan pangan, higiene sanitasi, GMP, usaha 

kuliner 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan industri pangan skala mikro dan kecil mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan siap konsumsi (1). Unit usaha pangan 

skala mikro memiliki kontribusi besar dalam penyediaan makanan bagi masyarakat, khususnya di 

wilayah perkotaan (2). Namun, peningkatan jumlah usaha pangan tersebut belum selalu diikuti dengan 

penerapan sistem jaminan keamanan pangan yang memadai. Proses pengolahan yang tidak memenuhi 

prinsip higiene dan sanitasi dapat meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi biologis, kimia, maupun 

fisik yang berpotensi menurunkan mutu produk serta membahayakan kesehatan konsumen (3). 

Keamanan pangan menjadi aspek fundamental dalam industri pengolahan pangan karena produk 

yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan mutu dan aman dikonsumsi (4). Salah satu pendekatan 

yang digunakan untuk menjamin keamanan pangan adalah penerapan Cara Produksi Pangan Olahan 

yang Baik (CPPOB). CPPOB merupakan pedoman yang mengatur seluruh aspek produksi pangan mulai 

dari kondisi lokasi, fasilitas produksi, sanitasi, penggunaan bahan baku, proses pengolahan, higiene 

pekerja, hingga dokumentasi produksi (4). Implementasi CPPOB tidak hanya bertujuan mengurangi 

risiko bahaya pangan, tetapi juga meningkatkan konsistensi mutu produk dan daya saing unit usaha 

pangan. 

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 menetapkan 

bahwa penerapan CPPOB menjadi salah satu persyaratan penting dalam menghasilkan pangan olahan 

yang bermutu dan aman (4). Meskipun demikian, penerapan standar tersebut pada usaha pangan skala 

mikro masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya dokumentasi 

produksi, serta kurang optimalnya penerapan higiene personal pekerja (5). Sejumlah penelitian pada 

industri pangan skala kecil menunjukkan bahwa kesenjangan GMP umumnya terkonsentrasi pada 

sanitasi, higiene personel, pengendalian proses, dokumentasi, dan verifikasi mutu produk(5,6). Evaluasi 

berbasis daftar periksa (checklist) menuntun unit usaha mengenali titik ketidaksesuaian secara terukur, 

sedangkan pemeringkatan temuan membantu menentukan tindakan korektif yang paling realistis dan 

berdampak langsung terhadap keamanan pangan (7)(8). 

Rumah Makan Mie Ayam Pangsit Siantar Roni 2828 GWalk Surabaya merupakan salah satu unit 

usaha kuliner yang melakukan pengolahan pangan secara langsung kepada konsumen. GWalk Surabaya 

merupakan kawasan kuliner dengan beragam unit usaha dan intensitas kunjungan konsumen yang tinggi 

(9). Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi terhadap penerapan CPPOB diperlukan untuk mengetahui 

tingkat kepatuhan unit usaha terhadap standar keamanan pangan yang berlaku. Namun, sebagian besar 

penelitian mengenai penerapan CPPOB masih berfokus pada industri pangan olahan berbasis 

manufaktur atau UMKM produksi pangan kemasan (1,2,6,8,10–12). Kajian mengenai penerapan 

CPPOB pada unit usaha kuliner siap saji yang memiliki karakteristik produksi harian, waktu simpan 

pendek, dan kontak langsung dengan konsumen masih relatif terbatas. 
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Keterbatasan kajian tersebut menjadi penting karena unit usaha kuliner siap saji memiliki 

karakteristik proses produksi yang berbeda dibandingkan industri pangan olahan lainnya. Proses 

pengolahan yang berlangsung setiap hari, penggunaan bahan baku segar dengan risiko kerusakan lebih 

tinggi, keterlibatan pekerja pada berbagai tahapan produksi, serta interaksi langsung antara produk dan 

konsumen dapat memengaruhi tingkat penerapan aspek-aspek CPPOB. Oleh karena itu, evaluasi pada 

rumah makan skala mikro tidak hanya diperlukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian terhadap 

persyaratan CPPOB, tetapi juga untuk mengidentifikasi aspek yang menjadi prioritas perbaikan sesuai 

dengan kondisi operasional usaha. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat 

kesesuaian penerapan CPPOB serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan sebagai 

dasar peningkatan sistem keamanan pangan.  

 

METODE  

Jenis, Waktu, dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi observasional deskriptif dengan pendekatan potong lintang. 
Pengamatan dilaksanakan oleh empat orang observer dengan pendampingan satu orang asesor dari bidang 
terkait pada 20–23 November 2023 di Rumah Makan Mie Ayam Pangsit Siantar Roni 2828 GWalk, Ruko 

Taman Gapura B3, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur. Asesor berperan 
dalam memberikan arahan teknis dan melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian kesesuaian penerapan 
CPPOB berdasarkan instrumen yang digunakan. Unit analisis adalah sarana produksi, aktivitas pengolahan, 

fasilitas penunjang, dan praktik kerja yang dapat diamati pada saat kunjungan. 
 

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terbatas dengan pemilik usaha 

serta karyawan. Untuk meminimalkan bias observasi, data dikonfirmasi melalui wawancara dengan 

pengelola usaha. Kemudian, instrumen penelitian berupa daftar periksa yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 (4). Daftar periksa terdiri atas 

85 kriteria yang dikelompokkan menjadi 14 aspek: lokasi; bangunan; fasilitas sanitasi; mesin dan 

peralatan; bahan; pengawasan proses; produk akhir; karyawan; kemasan; label; penyimpanan; program 

pemeliharaan dan sanitasi; pemeliharaan wadah dan alat pengangkutan; serta dokumentasi dan 

pencatatan.  

Instrumen penelitian berupa checklist CPPOB yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010. Karena pedoman CPPOB pada 

awalnya ditujukan untuk industri pangan olahan, beberapa indikator disesuaikan dengan karakteristik 

unit usaha rumah makan yang memiliki proses produksi harian, waktu simpan produk relatif singkat, 

dan penyajian langsung kepada konsumen. Proses adaptasi dilakukan dengan mempertahankan prinsip 

utama CPPOB yang berkaitan dengan pengendalian keamanan pangan, meliputi kondisi bangunan, 

fasilitas sanitasi, bahan baku, peralatan, pengawasan proses, higiene pekerja, penyimpanan, serta 

dokumentasi. Indikator yang berkaitan dengan karakteristik pangan olahan kemasan, seperti aspek 

tertentu pada pelabelan dan identifikasi produk, diinterpretasikan berdasarkan kondisi operasional 

rumah makan. Selain itu, instrumen checklist yang digunakan merupakan hasil adaptasi terhadap 

pedoman CPPOB untuk menyesuaikan karakteristik rumah makan, sehingga beberapa indikator 

memerlukan interpretasi kontekstual dan belum sepenuhnya menggambarkan seluruh aspek spesifik 

industri pangan olahan. 

 

Prosedur Penilaian dan Teknik Analisis Data 

Setiap kriteria diberi skor 1 apabila kondisi dinilai sesuai dan skor 0 apabila tidak sesuai. 

Persentase kesesuaian tiap aspek dihitung dengan rumus: jumlah kriteria sesuai dibagi jumlah seluruh 

kriteria pada aspek tersebut, kemudian dikalikan 100%. Persentase keseluruhan dihitung dengan cara 

yang sama terhadap seluruh 85 kriteria. Data disajikan dalam frekuensi, persentase, grafik, dan matriks 

prioritas perbaikan. Penelitian tidak menggunakan pembobotan tingkat keparahan, tetapi tingkat 
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kesesuaian. Tingkat kesesuaian penerapan CPPOB dihitung berdasarkan persentase jumlah kriteria yang 

memenuhi persyaratan dibandingkan dengan jumlah seluruh kriteria yang dievaluasi. Nilai persentase 

digunakan sebagai gambaran deskriptif tingkat pemenuhan terhadap persyaratan CPPOB, bukan sebagai 

penetapan status kelayakan atau sertifikasi formal.  

 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛(%) =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 ×100 

 

Selain analisis tingkat kesesuaian penerapan CPPOB, penelitian ini melakukan penilaian prioritas 

risiko terhadap setiap ketidaksesuaian yang ditemukan. Penilaian risiko dilakukan menggunakan 

pendekatan semi-kuantitatif Risk Priority Number (RPN) untuk menentukan aspek yang membutuhkan 

tindakan korektif terlebih dahulu (13). Penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter, yaitu tingkat 

keparahan dampak (severity), kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian (occurrence), dan kemampuan 

deteksi sebelum memberikan dampak terhadap keamanan pangan (detectability). Masing-masing 

parameter diberikan skor 1–5, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat risiko yang lebih 

besar. Nilai RPN dihitung menggunakan persamaan: 

 

𝑹𝑷𝑵 = 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒕𝒚(𝑺) × 𝑶𝒄𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆(𝑶) × 𝑫𝒆𝒕𝒆𝒄𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚(𝑫) 

 

Interpretasi nilai RPN digunakan sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan, dimana aspek 

dengan nilai RPN tertinggi dikategorikan sebagai prioritas utama karena memiliki kombinasi dampak, 

kemungkinan kejadian, dan kesulitan deteksi yang lebih besar. 

Tabel 1. Kriteria Skoring Risiko Ketidaksesuaian CPPOB 

Skor Severity (S) Occurrence (O) Detectability (D) 

1 
Dampak sangat rendah terhadap 

keamanan pangan 

Kemungkinan sangat  

jarang terjadi 
Sangat mudah dideteksi 

2 Dampak rendah Jarang terjadi Mudah dideteksi 

3 Dampak sedang Kadang terjadi 
Dapat dideteksi dengan 

pemeriksaan rutin 

4 Dampak tinggi Sering terjadi Sulit dideteksi 

5 
Dampak sangat tinggi  

terhadap keamanan pangan 
Sangat sering terjadi 

Sulit/tidak terdeteksi sebelum 

konsumsi 

 

HASIL  

3.1  Tingkat Kesesuaian Keseluruhan 

Berdasarkan pengolahan ulang terhadap seluruh kriteria pada 14 tabel penilaian, sebanyak 73 dari 

85 kriteria dinyatakan sesuai dan 12 kriteria tidak sesuai. Dengan demikian, tingkat kesesuaian 

keseluruhan mencapai 85,9%. Delapan aspek memperoleh kesesuaian 100%, sedangkan enam aspek 

masih memiliki satu atau lebih ketidaksesuaian. Rincian hasil disajikan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Tingkat Kesesuaian Penerapan CPPOB Menurut Aspek Penilaian 

No. Aspek Sesuai (n) 
Tidak sesuai 

(n) 
Total 

Kesesuaian 

(%) 

1 Lokasi 5 0 5 100.0 
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No. Aspek Sesuai (n) 
Tidak sesuai 

(n) 
Total 

Kesesuaian 

(%) 

2 Bangunan 24 5 29 82.8 

3 Fasilitas sanitasi 11 3 14 78.6 

4 Mesin dan peralatan 5 0 5 100.0 

5 Bahan 5 0 5 100.0 

6 Pengawasan proses 2 1 3 66.7 

7 Produk akhir 1 1 2 50.0 

8 Karyawan 3 1 4 75.0 

9 Kemasan 4 0 4 100.0 

10 Label 1 1 2 50.0 

11 Penyimpanan 4 0 4 100.0 

12 Pemeliharaan dan sanitasi 5 0 5 100.0 

13 Wadah dan alat pengangkutan 2 0 2 100.0 

14 Dokumentasi dan pencatatan 1 0 1 100.0 

 Keseluruhan 73 12 85 85.9 

Sumber: Data primer, 2023; dihitung ulang dari 85 kriteria pada naskah sumber. 

 

Sebagian besar aspek telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik, terutama pada aspek 

lokasi, bahan baku, mesin dan peralatan, kemasan, penyimpanan, program pemeliharaan dan sanitasi, 

pemeliharaan wadah dan alat pengangkutan, serta dokumentasi dan pencatatan. 

Namun demikian, beberapa aspek masih menunjukkan ketidaksesuaian yang perlu menjadi 

perhatian. Pada aspek produk akhir, unit usaha belum melakukan pengujian mutu secara menyeluruh 

terutama parameter mikrobiologi dan kimia. Pada aspek karyawan, penggunaan alat pelindung diri 

seperti sarung tangan, penutup kepala, dan perlengkapan kerja belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu, 

aspek pengawasan proses masih memerlukan peningkatan melalui penerapan identifikasi bahan, kode 

produksi, dan sistem pencatatan yang lebih konsisten. 

 
Gambar  1. Persentase Kesesuaian CPPOB Pada 14 Aspek Penilaian 
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3.2  Aspek yang Memenuhi Seluruh Kriteria 

Kesesuaian 100% ditemukan pada aspek lokasi, mesin dan peralatan, bahan, kemasan, 

penyimpanan, program pemeliharaan dan sanitasi, pemeliharaan wadah dan alat pengangkutan, serta 

dokumentasi dan pencatatan. Lokasi dinilai bebas dari sumber pencemaran yang nyata dan tidak 

menunjukkan genangan maupun penumpukan sampah pada saat observasi. Peralatan produksi dinilai 

sesuai dengan jenis proses, memiliki permukaan yang mudah dibersihkan, tidak berkarat, serta tidak 

menimbulkan bahaya terhadap produk. Bahan baku diperiksa secara organoleptik dan fisik, sedangkan 

air untuk konsumsi dan pencucian berasal dari sumber yang disebutkan memenuhi kebutuhan 

operasional. 

Penyimpanan bahan dan produk akhir telah dipisahkan, menerapkan prinsip first in, first out, serta 

menggunakan wadah yang tersusun rapi dan terlindung. Peralatan yang kontak dengan pangan 

dibersihkan secara rutin, bahan kimia pencuci disimpan dalam wadah berlabel, dan wadah maupun alat 

pengangkutan dipelihara dalam kondisi bersih. Dokumentasi dan pencatatan dinilai tersedia. Namun, 

sebagaimana dijelaskan pada hasil pengawasan proses, dokumentasi tersebut belum sepenuhnya 

terhubung dengan identitas dan kode setiap batch atau produk olahan. 

 

3.3  Tindakan Korektif  dan Prioritas Risiko Ketidaksesuaian CPPOB Berdasarkan Nilai RPN 

Dua belas ketidaksesuaian tersebar pada enam aspek. Produk akhir dan label merupakan aspek 

dengan persentase terendah, masing-masing 50,0%. Pengawasan proses mencapai 66,7%, karyawan 

75,0%, fasilitas sanitasi 78,6%, dan bangunan 82,8%. Tabel 2 merangkum temuan utama dan tindakan 

korektif yang disarankan.  

 

Tabel 3. Ringkasan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif yang Disarankan 

Aspek Temuan utama Implikasi keamanan 

pangan 
Tindakan korektif 

prioritas 

Bangunan Sudut pertemuan lantai-dinding 

dan dinding-dinding belum 

melengkung; permukaan langit-

langit belum memenuhi 

kriteria; jendela dan ventilasi 

belum dilengkapi kasa. 

Meningkatkan peluang 

penumpukan kotoran, 

kesulitan pembersihan, 

dan masuknya serangga 

atau debu. 

Memasang kasa yang 

dapat dilepas dan 

dibersihkan; 

memperbaiki permukaan 

langit-langit; 

merencanakan 

modifikasi sudut 

pertemuan pada saat 

renovasi. 

Fasilitas sanitasi Sarana pembuangan limbah 

cair dan padat belum 

sepenuhnya terpisah; belum ada 

tanda wajib cuci tangan; 

fasilitas ganti pakaian dan 

pembilas alas kaki belum 

tersedia. 

Berpotensi 

meningkatkan 

kontaminasi silang dari 

limbah dan personel ke 

area pengolahan. 

Menyediakan tempat 

limbah tertutup dan 

terpisah; memasang 

poster cuci tangan; 

menyediakan area ganti 

pakaian dan sarana 

kebersihan alas kaki 

sesuai kapasitas usaha. 

Pengawasan 

proses 
Identitas produk, tanggal 

pembuatan, kode produksi, 

jumlah bahan, dan jumlah 

produksi belum dicatat secara 

konsisten pada tingkat proses. 

Mengurangi 

kemampuan telusur dan 

menyulitkan investigasi 

apabila terjadi keluhan 

atau dugaan 

kontaminasi. 

Menerapkan lembar 

produksi harian dan kode 

batch sederhana untuk 

bahan olahan, topping, 

kuah, dan produk siap 

jual. 



MGII: Media Gizi Ilmiah Indonesia 

Volume 4,  Nomor 2, Tahun 2026, Hal. 109 -120 

 

 

Nabila  – Evaluasi Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Prioritas 

Tindakan Korektif pada Unit Usaha Kuliner Skala Mikro 
115 

 

Aspek Temuan utama Implikasi keamanan 

pangan 
Tindakan korektif 

prioritas 

Produk akhir Pemeriksaan masih terbatas 

pada organoleptik dan fisik; 

pemantauan kimia dan 

mikrobiologi belum dilakukan 

secara periodik. 

Bahaya yang tidak 

terdeteksi secara sensori 

dapat luput dari 

pengendalian. 

Melakukan pengujian 

berkala melalui 

laboratorium eksternal 

terakreditasi, terutama 

untuk parameter 

mikrobiologi berbasis 

risiko. 

Karyawan Penggunaan sarung tangan, 

penutup kepala, dan alas kaki 

kerja belum konsisten. 

Meningkatkan risiko 

kontaminasi produk 

dari tangan, rambut, 

pakaian, atau 

lingkungan kerja. 

Menetapkan SOP higiene 

personel, menyediakan 

APD yang sesuai, dan 

melakukan pengawasan 

kepatuhan setiap shift. 

Label Diferensiasi label atau identitas 

pada produk/kemasan belum 

memadai. 

Berpotensi 

menyebabkan salah 

identifikasi produk, 

komposisi, atau waktu 

produksi, terutama pada 

pesanan bawa pulang. 

Menerapkan label 

internal dan label 

kemasan bawa pulang 

yang sederhana, jelas, 

dan berbeda menurut 

jenis produk. 

Catatan: tindakan korektif merupakan interpretasi berbasis temuan dalam naskah sumber dan disusun 

menurut kemudahan implementasi serta potensi pengendalian risiko.  

 

Berdasarkan hasil identifikasi ketidaksesuaian pada penerapan CPPOB, dilakukan analisis 

prioritas risiko untuk menentukan aspek yang membutuhkan tindakan korektif terlebih dahulu. Hasil 

penilaian risiko menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pada aspek produk akhir memiliki nilai risiko 

tertinggi dibandingkan aspek lainnya. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pemeriksaan produk 

akhir hanya berdasarkan karakteristik organoleptik dan fisik, sehingga bahaya mikrobiologi maupun 

kimia yang tidak terlihat secara langsung berpotensi tidak teridentifikasi. Tabel berikut menunjukkan 

hasil penilaian prioritas risiko pada aspek yang mengalami ketidaksesuaian.  

 

Tabel 4. Prioritas Risiko Ketidaksesuaian CPPOB Berdasarkan Nilai RPN 

Aspek Ketidaksesuaian Temuan S O D Nilai RPN Prioritas 

Produk akhir 

Belum dilakukan pengujian 

mikrobiologi dan kimia secara 

berkala 

5 4 5 100 1 

Higiene karyawan 

Penggunaan sarung tangan, 

penutup kepala, dan alas kaki 

kerja belum konsisten 

4 4 4 64 2 

Pengawasan proses 

Identitas produk, tanggal 

produksi, kode produksi, dan 

jumlah produksi belum dicatat 

konsisten 

4 3 4 48 3 

Fasilitas sanitasi 

Pemisahan limbah belum 

optimal, belum tersedia tanda 

cuci tangan, fasilitas higiene 

belum lengkap 

4 3 3 36 4 



MGII: Media Gizi Ilmiah Indonesia 

Volume 4,  Nomor 2, Tahun 2026, Hal. 109 -120 

 

116 Nabila  – Evaluasi Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Prioritas 

Tindakan Korektif pada Unit Usaha Kuliner Skala Mikro 

 

Aspek Ketidaksesuaian Temuan S O D Nilai RPN Prioritas 

Bangunan 

Ventilasi belum dilengkapi 

kasa dan beberapa struktur 

sulit dibersihkan 

3 3 3 27 5 

Label 
Identitas produk/kemasan 

belum memadai 
2 3 3 18 6 

 

Berdasarkan hasil analisis RPN, aspek produk akhir menjadi prioritas utama dengan nilai RPN 

sebesar 100. Tingginya nilai tersebut berkaitan dengan kemungkinan bahaya yang tidak dapat diamati 

melalui pemeriksaan fisik maupun organoleptik, terutama cemaran mikrobiologi dan kimia yang 

berpotensi memberikan dampak langsung terhadap keamanan konsumen. 

Aspek higiene karyawan berada pada prioritas kedua dengan nilai RPN sebesar 64 karena pekerja 

merupakan salah satu sumber potensial kontaminasi silang selama proses pengolahan. 

Ketidakkonsistenan penggunaan perlengkapan higiene seperti penutup kepala, sarung tangan, dan alas 

kaki kerja dapat meningkatkan peluang perpindahan kontaminan dari manusia menuju pangan. 

Selanjutnya, pengawasan proses memperoleh nilai RPN sebesar 48. Meskipun ketidaksesuaian 

ini tidak secara langsung menyebabkan kontaminasi, lemahnya sistem pencatatan produksi dapat 

menghambat proses penelusuran produk apabila terjadi keluhan konsumen atau kejadian keamanan 

pangan. Sementara itu, aspek fasilitas sanitasi dan bangunan memiliki nilai risiko lebih rendah 

dibandingkan aspek sebelumnya, tetapi tetap membutuhkan perbaikan karena berkaitan dengan 

pencegahan kontaminasi lingkungan produksi. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penerapan CPPOB sebesar 85,9% 

menggambarkan bahwa unit usaha telah memiliki dasar penerapan keamanan pangan yang cukup baik, 

terutama pada aspek operasional dasar seperti pemilihan bahan, kondisi peralatan, penyimpanan, 

pengemasan, serta pemeliharaan fasilitas. Namun demikian, capaian persentase tersebut tidak dapat 

secara langsung diartikan bahwa produk yang dihasilkan telah sepenuhnya terjamin aman untuk 

dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena penilaian CPPOB dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kesesuaian terhadap sejumlah kriteria dengan bobot yang sama, sementara setiap ketidaksesuaian 

memiliki tingkat risiko yang berbeda terhadap keamanan pangan (14). Sebagai contoh, ketidaksesuaian 

pada aspek administrasi atau dokumentasi memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan 

tidak adanya pengujian mutu produk akhir atau lemahnya penerapan higiene personal pekerja yang 

secara langsung berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kontaminasi biologis. Oleh karena itu, 

interpretasi hasil penelitian perlu mempertimbangkan bahwa tingginya nilai kesesuaian lebih 

menggambarkan tingkat pemenuhan persyaratan CPPOB secara umum, bukan menjadi indikator mutlak 

bahwa seluruh potensi bahaya pangan telah terkendali. 

Berdasarkan hasil analisis prioritas risiko menggunakan metode RPN, aspek produk akhir, 

higiene karyawan, dan pengawasan proses menjadi tiga aspek dengan tingkat prioritas perbaikan 

tertinggi (14). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penentuan prioritas tindakan korektif tidak hanya 

berdasarkan rendahnya persentase kesesuaian, tetapi juga mempertimbangkan dampak potensial, 

kemungkinan kejadian, serta kemampuan deteksi terhadap bahaya pangan. Ketiadaan pengujian 

mikrobiologi maupun kimia secara berkala menyebabkan potensi bahaya yang tidak dapat diamati 

secara langsung melalui karakteristik fisik produk masih belum dapat dikendalikan secara optimal. 

Selain itu, lemahnya sistem pencatatan proses seperti identitas produk, kode produksi, dan informasi 

bahan yang digunakan dapat menghambat proses penelusuran apabila terjadi keluhan konsumen atau 

dugaan kejadian keracunan pangan (15). Sementara itu, penggunaan alat pelindung diri yang belum 

konsisten pada pekerja dapat meningkatkan peluang perpindahan kontaminan dari manusia ke produk 

pangan (16–18). Adapun ketidaksesuaian pada aspek bangunan dan fasilitas sanitasi lebih berkaitan 

dengan risiko pendukung, seperti meningkatnya peluang masuknya debu, serangga, atau terjadinya 
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kontaminasi silang akibat fasilitas yang belum optimal (13,19). Pengelompokan berdasarkan tingkat 

risiko ini menunjukkan bahwa prioritas perbaikan tidak seharusnya hanya ditentukan berdasarkan nilai 

persentase terendah, tetapi juga mempertimbangkan dampak potensial terhadap keamanan produk. 

Mekanisme terjadinya risiko akibat setiap ketidaksesuaian perlu dipahami dalam konteks rantai 

produksi pangan. Pada aspek bangunan, misalnya, permukaan yang sulit dibersihkan akibat sudut 

pertemuan lantai dan dinding yang tidak sesuai dapat menjadi tempat akumulasi kotoran dan 

mikroorganisme yang berpotensi mencemari area produksi (4). Tidak tersedianya kasa pada ventilasi 

juga menyebabkan masuknya serangga atau partikel asing yang dapat menjadi sumber kontaminasi fisik 

maupun biologis. Pada aspek sanitasi, sistem pembuangan limbah yang belum optimal dapat 

meningkatkan risiko perpindahan mikroorganisme dari area kotor menuju area pengolahan apabila alur 

kerja tidak dikendalikan dengan baik. Sementara itu, pada aspek higiene pekerja, ketidakkonsistenan 

penggunaan penutup kepala, pakaian kerja, atau perlengkapan kebersihan dapat menyebabkan 

kontaminasi silang melalui tangan, rambut, maupun pakaian pekerja (19). Oleh karena itu, setiap temuan 

ketidaksesuaian tidak hanya perlu dipandang sebagai pelanggaran administratif terhadap standar 

CPPOB, tetapi perlu dianalisis berdasarkan jalur bahaya yang mungkin terjadi selama proses produksi 

(4). 

Temuan penelitian ini juga menunjukkan pola yang serupa dengan berbagai penelitian 

sebelumnya mengenai penerapan GMP atau CPPOB pada usaha pangan skala kecil, yaitu bahwa aspek 

yang bersifat fisik dan mudah diamati cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan 

aspek yang membutuhkan konsistensi perilaku, sistem pencatatan, dan verifikasi mutu (11)(12). 

Beberapa penelitian pada UMKM pangan menunjukkan bahwa fasilitas produksi, bahan baku, dan 

peralatan umumnya telah mendapatkan perhatian lebih besar karena berkaitan langsung dengan aktivitas 

operasional sehari-hari, sedangkan dokumentasi proses, pengujian mutu produk, serta pengawasan 

higiene pekerja masih menjadi kelemahan yang sering ditemukan (11,12). Namun, penelitian ini 

memiliki karakteristik yang berbeda karena objek kajian berupa rumah makan siap saji, bukan industri 

pangan olahan yang menghasilkan produk dengan masa simpan panjang (20). Perbedaan karakteristik 

tersebut menyebabkan beberapa aspek CPPOB, khususnya pelabelan dan dokumentasi produksi, perlu 

diinterpretasikan secara kontekstual agar tidak menghasilkan penilaian yang kurang proporsional 

terhadap kondisi usaha. 

Penerapan instrumen CPPOB pada rumah makan juga memiliki keterbatasan karena sebagian 

indikator dalam pedoman tersebut pada awalnya lebih banyak digunakan untuk industri pangan olahan 

dengan proses produksi yang lebih terstruktur (20). Pada usaha rumah makan, sebagian produk langsung 

disajikan kepada konsumen sehingga kebutuhan terhadap beberapa aspek seperti pelabelan produk tidak 

sepenuhnya sama dengan produk pangan kemasan yang beredar luas. Oleh sebab itu, hasil penilaian 

terhadap aspek tertentu perlu mempertimbangkan karakteristik proses bisnis, pola distribusi, dan lama 

penyimpanan produk. Meskipun demikian, prinsip dasar CPPOB seperti higiene pekerja, sanitasi 

fasilitas, pengendalian proses, dan ketertelusuran tetap relevan diterapkan karena berkaitan langsung 

dengan pencegahan bahaya pangan (10). Dengan demikian, penggunaan CPPOB pada rumah makan 

sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan seluruh indikator secara administratif, tetapi juga 

pada kemampuan sistem tersebut dalam mengendalikan risiko nyata selama proses penyediaan 

makanan. 

Berdasarkan hasil identifikasi risiko tersebut, tindakan korektif perlu disusun berdasarkan tingkat 

urgensi, potensi dampak, biaya implementasi, dan kemudahan penerapan. Perbaikan jangka pendek 

dapat difokuskan pada tindakan yang membutuhkan biaya relatif rendah tetapi memberikan dampak 

besar terhadap pengendalian keamanan pangan, seperti peningkatan kepatuhan penggunaan alat 

pelindung diri, pemasangan tanda kewajiban mencuci tangan, penyediaan fasilitas sanitasi yang lebih 

baik, pemisahan limbah, serta penerapan pencatatan produksi sederhana menggunakan kode batch. 

Perbaikan jangka menengah dapat diarahkan pada peningkatan fasilitas fisik seperti perbaikan struktur 

bangunan, penyediaan area pergantian pakaian, dan penyempurnaan sistem higiene lingkungan kerja. 

Sementara itu, tindakan jangka panjang dapat mencakup pelaksanaan pengujian mutu produk secara 

berkala, audit internal penerapan CPPOB, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas tindakan 

korektif yang telah dilakukan. Pendekatan bertahap tersebut lebih realistis diterapkan pada usaha pangan 
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skala mikro karena mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, namun tetap mampu meningkatkan 

tingkat jaminan keamanan pangan secara berkelanjutan (11). 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, observasi dilakukan pada satu unit usaha 

dan satu hari sehingga variasi praktik antarsift atau antarperiode tidak dapat dinilai. Kedua, jumlah dan 

karakteristik informan wawancara tidak didokumentasikan secara rinci pada naskah sumber. Ketiga, 

penilaian menggunakan skala dikotomis tanpa pembobotan tingkat keparahan, sehingga dua kriteria 

dengan risiko berbeda memberikan kontribusi skor yang sama. Keempat, penelitian tidak melakukan 

pengujian laboratorium untuk memverifikasi mutu mikrobiologi maupun kimia produk. Kelima, 

beberapa kriteria CPPOB yang dirancang untuk industri pangan olahan memerlukan interpretasi 

kontekstual ketika diterapkan pada rumah makan. Penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan observasi 

berulang, penilaian risiko berbobot, pemeriksaan dokumen yang lebih mendalam, serta pengujian 

mikrobiologi pada produk dan permukaan kontak pangan.  

 

KESIMPULAN 

Penerapan CPPOB pada Rumah Makan Mie Ayam Pangsit Siantar Roni 2828 GWalk Surabaya 

memenuhi 73 dari 85 kriteria atau 85,9%. Berdasarkan analisis prioritas risiko menggunakan pendekatan 

RPN, aspek produk akhir menjadi prioritas utama perbaikan, diikuti oleh higiene karyawan dan 

pengawasan proses karena memiliki potensi dampak lebih besar terhadap keamanan pangan. Kekuatan 

utama terdapat pada lokasi, peralatan, bahan, kemasan, penyimpanan, pemeliharaan dan sanitasi, alat 

pengangkutan, serta dokumentasi umum.  

 

SARAN 

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan CPPOB dan analisis prioritas risiko menggunakan 

pendekatan Risk Priority Number (RPN), unit usaha disarankan memprioritaskan perbaikan pada aspek 

produk akhir, higiene karyawan, dan pengawasan proses. Perbaikan dapat dilakukan melalui 

pelaksanaan pengujian mutu produk secara berkala, peningkatan kepatuhan higiene personal pekerja, 

serta penerapan pencatatan produksi dan kode produksi sederhana untuk memperkuat sistem 

ketertelusuran pangan (traceability). Perbaikan terhadap aspek fasilitas sanitasi, bangunan, dan 

pelabelan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan unit usaha. Penelitian selanjutnya 

disarankan menggunakan cakupan observasi yang lebih luas, periode pengamatan yang lebih panjang, 

serta metode penilaian berbasis risiko dan pengujian laboratorium untuk memperoleh gambaran yang 

lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan CPPOB pada usaha pangan skala mikro.  
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